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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021. LKjIP merupakan salah 

satu wujud pertangungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam waktu yang telah ditetapkan.   

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural 

maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak lepas dari kedudukan organisasi Sekretariat 

DPRD Kota Bontang yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam rangka 

meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga keberhasilan 

dan/ atau kegagalan program, kegiatan serta sub kegiatan ini tidak lepas dari kinerja anggota DPRD itu sendiri.  

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari harapan kita, untuk itu tanggapan, 

saran maupun kriktik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna memperbaiki dan 

menyempurnakan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.  

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan 

kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian 

kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan 

sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dan 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi 

pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Bontang memiliki 1 (Satu) tujuan, 3 (Tiga) sasaran, 4 (Empat) 

indikator sasaran, 2 (Dua) program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kepala 

Daerah. Selanjutnya pada sasaran dan indikator sasaran/kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

antara Kepala Sekretariat DPRD Kota Bontang dan Wali Kota Bontang. Dalam pelaksanaannya dokumen 

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan yakni pada jumlah anggaran programnya yang disebabkan adanya 

penyesuaian kebutuhan anggaran kegiatan. Anggaran murni sebesar Rp 66.395.768.822,00 dan setelah 

perubahan sebesar Rp 73.628.199.108,00 bertambah sebesar Rp 7.232.430.286,00. 

Hasil evaluasi LKjIP Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bontang memperoleh nilai 67,09 (B) dari 

bobot penilaian sebesar 100. Adapun rekomendasinya yang telah ditindak lanjut perbaikan. Berikut uraiannya: 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya kepuasan anggota DPRD 

terhadap kinerja Sekretariat DPRD  

Persentase kepuasan Anggota 

DPRD terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD 

Persen 85 % 

2 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pembentukan peraturan daerah  

Persentase fasilitasi pembahasan 

Peraturan Daerah  
Persen 70 % 

3 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pengawasan dan penganggaran  

Persentase pengawasan dan 

penganggaran yang dilaksanakan 

oleh DPRD  

Persen 100 % 

Persen 100 % 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban 

secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja 

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem 

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan 

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi 

dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua 

pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota 

Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah 

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, 

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota 

Bontang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, dan Renstra Sekretariat 

DPRD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan 
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penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) Tahun 2021, sebagai wujud akuntabilitas kinerja tahun 2021, Kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah perlu 

melaporkan hasil pelaksanaan kinerja sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan 

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2021, yang disajikan dalam Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021. 

Indikator kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan parameter 

keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD 

Kota Bontang. Sasaran Strategis ini menggunakan pendekatan hasil (outcome) dan/ atau keluaran 

(output) kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), 

keluaran (output), hasil (outcome), benefit (manfaat) dan impact (dampak) sesuai DPA dan DPPA. 

 

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi 

Dasar Pembentukan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana  

telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kota Bontang dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang dan 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

1.2.2 Kedudukan 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap 

tugas dan fungsi DPRD. Unsur ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

C. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang mempunyai tugas dan kewajiban yaitu: Memimpin, 

membina dan menyelenggarakan pelayanan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundangan - undangan dalam rangka memberikan dukungan terhadap tugas fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD mempunyai 

fungsi antara lain: 

1. Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD; 

2. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD; 
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3. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; 

4. Penyelenggaraan usaha pelayanan administrasi dan pemberian dukungan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

5. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD;  

6. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Bontang dipimpin oleh 

H. Lukman, S.S., M.Si.  yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh oleh 3 (tiga) kepala bagian 

dan 6 (enam) kepala sub bagian, dengan uraian sebagai berikut: 

1) Sekretaris DPRD. 

2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan. 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. 

3) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 

a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan. 

b. Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. 

4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. 

a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran. 

b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 

 

 Bagian-bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Sub bagian 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang 

(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Sekretariat DPRD Kota Bontang) 

 

 

 

1.3.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan Fungsi, sampai dengan tahun 2021 Sekretariat 

DPRD Kota Bontang di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 124 orang, PNS 30 orang, 

Tenaga Pendukung (Non PNS) 94 orang. Dengan latar pendidikan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

NO. PENDIDIKAN PNS 
Non  

PNS 

JUMLAH SELURUH 

PEGAWAI 

1 SD / SEDERAJAT 0 2 2 

2 SLTP / SEDERAJAT 0 3 3 

3 SLTA / SEDERAJAT 18 55 73 

4 D2/ D3 0 4 4 

5 S1 6 30 36 

6 S2 6 - 6 

JUMLAH 30 94 124 

 

SEKRETARIS DPRD 

BAGIAN 

UMUM DAN KEUANGAN 

BAGIAN 

PERSIDANGAN DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

BAGIAN FASILITASI  

PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN  KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 

SUB BAGIAN 

PERSIDANGAN, RISALAH DAN 

PUBLIKASI 

SUB BAGIAN FASILITASI  

PENGANGGARAN 

SUB BAGIAN FASILITASI  

PENGAWASAN 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan SLTA (sebanyak 73 orang),  

sisanya adalah S1 (37 orang), S2 (6 orang),  D2/D3 (4 orang), SLTP (3 orang) dan SD (2 orang). 

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang terdiri dari 77 pria 

dan 47 wanita, data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Kota Bontang 

 

Tabel 1.2. Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. JENIS KELAMIN 

TINGKAT PENDIDIKAN 

TOTAL 
SD SLTP SLTA 

D2/

D3 
S1 S2 

1 Laki – Laki 2 1 55 1 13 5 77 

2 Perempuan 0 2 18 3 23 1 47 

 Jumlah 2 3 73 4 36 6 124 

 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah 1 (satu) 

orang Eselon IIB Sekretaris; 3 (tiga) orang Eselon IIIA Kepala Bagian; 6 (enam) orang Eselon IVA 

Kepala Sub Bagian, Non Eselon 20 orang dan Non PNS sebanyak 94 orang  sebagaimana disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

2% 2%

58%

4%

30%

4%

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

SD / SEDERAJAT

SLTP / SEDERAJAT

SLTA / SEDERAJAT

D2/ D3

S1

S2
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Tabel 1.3. Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bontang Berdasarkan Eselon 

 

No. Uraian 
Eselon 

IIB 

Eselon 

IIIA 

Eselon 

IVA 

Non 

Eselon 

Non 

PNS 
Jumlah 

1 Sekretaris 1 - - - - 1 

2 Bagian Umum dan Keuangan 

- Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

- Sub Bagian Program dan 

Keuangan 

- 

- 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

1 

 

1 

- 

4 

 

5 

- 

38 

 

6 

1 

43 

 

12 

3 Bagian Persidangan dan Perundang-

undangan 

- Sub Bagian Kajian Peundang-

undangan 

- Sub Bagian Persidangan, 

Risalah dan Publikasi 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

1 

- 

 

2 

 

6 

- 

 

4 

 

39 

1 

 

7 

 

46 

4 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan 

Pengawasan 

- Sub Bagian Fasilitasi 

Pengganggaran 

- Sub Bagian Fasilitasi 

Pengawasan 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

1 

- 

 

2 

 

1 

- 

 

3 

 

4 

1 

 

6 

 

6 

5 Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 1 3 6 20 94 124 

 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bontang, 2021 

 

Tabel 1.4. Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

No. GOLONGAN PANGKAT JUMLAH % 

1. Gol II (II/b) Pengarur Muda Tk I 2 7% 

2. Gol II (II/c) Pengatur 7 23% 

3. Gol II (II/d) Pengatur Tk.I 7 23% 

4. Gol III (III/a) Penata Muda 4 13% 

5. Gol III (III/c) Penata 1 3% 

6. Gol III (III/d) Penata Muda Tk.1 4 13% 

7. Gol III (IV/a) Pembina 3 10% 

8. Gol III (IV/b) Pembina Tk.1 1 3% 

9. Gol III (IV/c) Pembina Utama Muda 1 3% 

Jumlah 30 100 % 
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1.3.2 Aset 

Ketersediaan sarana dan prasarana dengan kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif 

merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran pencapaian indikator kinerja dan sasaran. Berikut 

kami sajikan sarana dan prasarana Kantor Sekretariat DPRD Kota Bontang. 

 

Tabel 1.5. Aset Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2021 

 

NAMA BIDANG BARANG 
JUMLAH 

BARANG 
JUMLAH HARGA 

ASET TETAP   

Tanah - - 

Peralatan dan Mesin 7.188 53.574.032.903 

- Alat Besar 

- Alat Angkutan 

- Alat Bengkel dan Alat Ukur 

- Alat Pertanian 

- Alat Kantor dan Rumah Tangga 

- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 

- Alat Laboratorium 

- Alat Persenjataan 

- Komputer 

- Peralatan Olah Raga 

10 

53 

7 

11 

6.367 

222 

16 

4 

493 

5 

4.233.625.900 

10.934.027.413 

60.157.460 

178.035.000 

31.688.673.047 

1.721.321.510 

171.436.999 

6.359.000 

4.556.746.574 

23.650.000 

Gedung dan bangunan 34 119.080.652.962 

- Bangunan Gedung 

- Bangunan Menara 

- Tugu Titik Kontrol / Pasti 

28 

1 

5 

117.784.871.700 

174.513.349 

1.121.267.913 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 6 2.741.336.141 

- Jalan dan Jembatan 2 2.101.349.106 

- Bangunan Air 2 601.655.035 

- Instalasi 1 7.575.000 

- Jaringan 1 30.757.000 

Aset Tetap Lainnya 810 1.373.343.000 

- Buku Perpustakaan 703 414.044.000 

- Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 

12 82.325.000 

- Tanaman 95 876.974.000 

Konstruksi dalam pengerjaan 4 254.729.764 

- Kontruksi dalam Pengerjaan 4 254.729.764 

JUMLAH 8042 177.024.094.770 

ASET LAINNYA 420 3.922.452.169 
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NAMA BIDANG BARANG 
JUMLAH 

BARANG 
JUMLAH HARGA 

- Aset Lain-lain 

- Aset Tak Berwujud 

399 

21 

1.223.533.669 

2.698.918.500 

JUMLAH 420 3.922.452.169 

 

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan 

Sekretariat DPRD Kota Bontang per 31 Desember 2021. 

 

Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang. Aset yang ada diupayakan maksimal daya gunanya 

melalui pengecekan dan pemeliharaan.  

 

D. Isu Strategis 

1) Perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.  

2) Pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.  

3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD belum optimal. 

 

E. Landasan Hukum 

LKjIP Kota Bontang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2013 - 2018. 
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F. Sistematika 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang Tahun 2021 

adalah: 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis. 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, Sekretariat DPRD Kota Bontang 

mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

A. Perencanaan Strategis  

2.1.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi 

dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang 

dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Bontang. 

Rencana  Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5  tahun 

yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan penetapan / 

kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang dibuat pada masa 

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi 

akuntabel. 

Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan 

misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016 - 2021. 

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang telah melalui tahapan - tahapan 

yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 dengan 

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang 

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kota Bontang dan stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang tersebut akan dijabarkan 

kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bontang yang merupakan dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kota 

Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu 

tahun mendatang. 

 

2.1.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) 

Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian 

kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bontang. Berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang 

dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan 

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang. 
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Selain itu dapat mempertanggungjawabkan ke publik atas pengelolaan anggaran dan 

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kota 

Bontang. 

 

2.1.3 Sasaran Strategis 

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam 

RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim 

Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan 

Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, 

Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan). 

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu: 

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia; 

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan 

hidup; dan 

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan 

perekonomian berbasis sektor maritim. 

 

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang 

diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD 

terkait dengan misi 1, yaitu: “menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia”. Dalam upaya mewujudkan Misi 1 tersebut, maka program 

pembangunan yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 

 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi  

Sekretariat DPRD Kota Bontang 

 

Misi Tujuan Sasaran 

Misi 1: Menjadikan Kota 

Bontang sebagai Smart City 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

Mengembangkan masyarakat 

dan pemerintahan yang cerdas, 

kompetitif, berbasis informasi 

dan teknologi. 

Terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

Transparan, Akuntabel dan 

Partisipatif. 
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Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka 

Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sebelum Reviu) 

 

No Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja  

2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Meningkatnya 

kinerja 

pelayanan 

tugas pokok 

dan fungsi 

kepala daerah  

Indeks 

Kepuasan 

Anggota 

DPRD 

terhadap 

Pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

dalam rangka 

memfasilitasi, 

melaksanakan 

tugas dan 

kewenangan 

serta kegiatan 

DPRD 

Persentase 

jumlah 

raperda 

yang 

dibahas 

10 10 12 17 17 

Persentase 

jumlah rapat 

dengar 

pendapat 

dan 

koordinasi 

250 250 250 250 250 

Persentase 

jumlah rapat 

alat 

kelengkapan 

dewan 

350 350 350 350 350 

Persentase 

jumlah rapat 

paripurna 

34 39 40 40 40 

persentase 

jumlah reses 

3 3 3 2 3 

Persentase 

jumlah 

anggota 

DPRD yang 

mengikuti 

peningkatan 

kapasitas 

DPRD 

25 25 25 25 25 
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Persentase 

jumlah 

raperda 

inisiatif 

DPRD 

10 15 14 20 21 

Persentase 

jumlah perd 

yang dikaji 

5 4 4 5 5 

   
Meningktanya 

akuntabilitas 

kinerja SKPD 

Persentase 

capaian 

hasil 

akuntabilitas 

kinerja 

instansi 

pemerintah 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka 

Menengah Sekeretariat DPRD Kota Bontang (Rencana Strategis Sesudah Reviu) 

 

No Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja  

2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Sekretariat 

DPRD bagi 

peningkatan 

Kapasitas/ 

kinerja DPRD  

Indeks 

Kepuasan 

Anggota 

DPRD 

terhadap 

Pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Meningkatnya 

Kepuasan  

Anggota 

DPRD 

terhadap 

kinerja 

Sekretariat  

DPRD  

Persentase 

Kepuasan 

Anggota 

DPRD 

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

0 0 75 80 85 

Meningkatnya 

Fasilitasi 

Fungsi 

Pembentukan 

Peraturan 

Daerah  

Persentase 

fasilitasi 

Pembahasan 

Peraturan 

Daerah  

0 0 60 65 70 
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Meningkatnya 

Fasilitasi 

Fungsi 

Pengawasan 

dan Anggaran  

Persentase 

Fasilitasi 

Pengawasan 

yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD  

0 0 100 100 100 

 Persentase 

Fasilitasi  

Anggaran 

yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD  

0 0 100 100 100 

 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang 

baik di Indonesia yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah melalui RPJMD Kota Bontang. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2021 dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 (sebelum Reviu) 

 

No Sasaran Indikator Satuan 

Penjelasan 

Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 
Sumber Data 

1 Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

dalam rangka 

memfasilitasi, 

melaksanakan 

tugas dan 

kewenangan 

serta kegiatan 

DPRD 

Persentase 

jumlah raperda 

yang dibahas 

Raperda Realisasi Raperda yang 

dibahas x 100 

Target Raperda yang dibahas 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah rapat 

dengar pendapat 

dan koordinasi 

Rapat 
Realisasi Jumlah Rapat x 100 

Target Jumlah Rapat 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah rapat 

alat 

Rapat Realisasi Jumlah Rapat x 100 

Target Jumlah Rapat 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 
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No Sasaran Indikator Satuan 

Penjelasan 

Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 
Sumber Data 

kelengkapan 

dewan 

Persentase 

jumlah rapat 

paripurna 

Rapat 
Realisasi Jumlah Rapat 

Paripurna x 100 

Target Jumlah Rapat 

Paripurna 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah reses 

Kali Realisasi jumlah reses x 100 

Target jumlah reses 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah anggota 

DPRD yang 

mengikuti 

peningkatan 

kapasitas DPRD 

Orang 
Realisasi Anggota yang 

mengikuti x 100 

Target Anggota yang 

mengikuti 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah raperda 

inisiatif DPRD 

Raperda 
Realisasi jumlah raperda 

inisiatif x 100 

Target jumlah raperda 

inisiatif 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

Persentase 

jumlah perd 

yang dikaji 

Dokumen 
Realisasi jumlah perd yang 

dikaji x 100 

Target jumlah perd yang 

dikaji 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

2 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja SKPD 

Persentase 

capaian hasil 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

Persen 
Nilai Akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

(Sekretariat DPRD) 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 
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Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)  Hasil Reviu  

Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021  (Sesudah Reviu) 

 

No Sasaran Indikator Satuan 

Penjelasan 

Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

1 Meningkatanya 

kepuasan anggota 

DPRD terhadap 

kinerja Sekretariat 

DPRD 

Persentase kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD  

Persen Jumlah DPRD yang puas 

terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD / Jumlah 

Seluruh Anggota DPRD x 

100% 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

2 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pembentukan 

peraturan daerah 

Persentase fasilitasi 

pembahasan 

Peraturan Daerah 

Persen Jumlah Propemperda yang 

difasilitasi pembahasannya / 

dijadwalkan untuk dibahas 

x 100 % 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

3 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pengawasan dan 

anggaran 

Persentase fasilitasi  

pengawasan dan 

anggaran yang 

dilaksanakan oleh 

DPRD 

Persen 1. Jumlah fungsi 

pengawasan yang 

difasilitasi/ jumlah 

pengawasan diminta 

DPRD x 100% 

2. Jumlah fungsi anggaran 

yang difasilitasi/ jumlah 

pembahasan anggaran 

direncanakan x 100 % 

Dokumen 

Pelaksana 

Kegiatan 

 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang penting 

dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena berisi proses tentang 

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang 

dilakukan oleh instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber 

dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan 

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan 

instansi yang tidak terarah.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 mengacu pada 

dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen 
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Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kota Bontang telah menetapkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya kepuasan anggota 

DPRD terhadap kinerja Sekretariat 

DPRD 

Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap 

pelayanan Sekretariat DPRD  

85 % 

2 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pembentukan peraturan daerah  

Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan 

Daerah  

70 % 

3 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pengawasan dan anggaran  

Persentase fasilitasi yang dilaksanakan oleh 

DPRD  

100 % 

Persentase fasilitasi anggaran yang 

dilaksanakan oleh DPRD 

100 % 

 

No. Program Anggaran Ket 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp 43.557.877.572,00 APBD 

2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD 

Rp 22.837.891.250,00 APBD 

Total Rp 66.395.768.822,00 APBD 

 

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya kepuasan anggota 

DPRD terhadap kinerja Sekretariat 

DPRD 

Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap 

pelayanan Sekretariat DPRD  

85 % 

2 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pembentukan peraturan daerah  

Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan 

Daerah  

70 % 

3 Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pengawasan dan anggaran  

Persentase fasilitasi yang dilaksanakan oleh 

DPRD  

100 % 

Persentase fasilitasi anggaran yang 

dilaksanakan oleh DPRD 

100 % 
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No. Program Anggaran Ket 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Rp 50.119.622.508,00 APBD 

2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD 

Rp 23.508.576.600,00 APBD 

Total Rp 73.628.199.108,00 APBD 

 

Alokasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) Perubahan 2021 

sebesar Rp. 50.119.622.508,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 68.092.177.841,00 dan 

Belanja Modal sebesar Rp.  5.536.021.267,00. 

 

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

 

No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Persentase 

1 Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja 

Sekretariat DPRD  
50.119.622.508,00 68,07 

2 Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan 

daerah  
21.083.423.750,00 28,63 

3 Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran  2.425.152.850,00 3,29 

Total 73.628.199.108,00 100 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan 

kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada 

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota 

Bontang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 

maupun Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang ditetapkan 

untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD. 

 

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 
 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas 

capaian indikator kinerja sasaran. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan 

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : 

 

Persentase Predikat Kode Warna 

< 100% Tidak Tercapai  

= 100% Tercapai/ Sesuai Target  

> 100% Melebihi Target  
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Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai 

pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai 

berikut : 

Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode Warna 

1 AA (Sangat Memuaskan) (> 90 - 100)  

2 A (Memuaskan) (> 80 - 90)  

3 BB (Sangat Baik) (> 70 - 80)  

4 B (Baik) (> 60 - 70)  

5 CC (Cukup) (> 50 - 60)  

6 C (Kurang) (> 30 - 50)  

7 D (Sangat Kurang) (> 0 - 30)  

 

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya di Inspektorat Kota 

Bontang dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 

No. Komponen Yang di Nilai Bobot 
Nilai Hasil Evaluasi 

Tahun 2019 Tahun 2020 

1 Perencanaan Kinerja 30 22,21 23,21 

2 Pengukuran Kinerja 25 16,56 18,13 

3 Pelaporan Kinerja 15 9,54 9,54 

4 Evaluasi Internal 10 3,84 4,50 

5 Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi 20 10,16 11,63 

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,30 67,09 

 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bontang termasuk dalam kategori 

B (>60-70) atau baik dengan nilai sebesar 67,09. 

 

B. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu 

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja 

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 
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tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2021 

menunjukan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

 

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Persentase Kepuasan Anggota DPRD 

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 
% 85 92,71 109.07 

2 
Persentase fasilitasi Pembahasan 

Peraturan Daerah  
% 70 120 171.43 

3 
Persentase Fasilitasi Pengawasan yang 

dilaksanakan oleh DPRD  
% 100 43 43.00 

4 
Persentase Fasilitasi Anggaran yang 

dilaksanakan oleh DPRD  
% 100 100 100.00 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai 

berikut : 

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Kepuasan 

Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dan Persentase fasilitasi Pembahasan 

Peraturan Daerah, dengan masing-masing capaian kinerja sebesar 109.07 % dan 171.43 %. 

2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100 % ditunjukkan pada indikator Persentase 

Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD, dengan capaian kinerja 100 %. 

3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100 % ditunjukkan pada indikator Persentase Fasilitasi 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD, dengan capaian kinerja 43 %. 

 

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Bontang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang 

ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 sebanyak 3 

sasaran. 

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, dari sebanyak 

3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran 

Sekretariat DPRD Kota Bontang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

 

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Persentase Kepuasan Anggota DPRD 

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 
% 85 92,71 109.07 

2 
Persentase Fasilitasi Pembahasan 

Peraturan Daerah  
% 70 120 171.43 

3 
Persentase Fasilitasi Pengawasan yang 

dilaksanakan oleh DPRD  
% 100 43 43.00 

4 
Persentase Fasilitasi Anggaran yang 

dilaksanakan oleh DPRD  
% 100 100 100.00 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) satu indikator mencapai target 

dan satu indikator tidak mencapai target yaitu sebesar 43 % dari target 100%. Berdasarkan pengukuran 

kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam 

beberapa tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Melebihi/Melampaui Target 50.00 % 

2 Sesuai Target 25.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 25.00 % 

 

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target 

yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 Pencapaian Target Misi 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

No. Misi 

Jumlah 

Indikator 

Sasaran 

Tingkat Pencapaian 

Melampaui target Sesuai Target 
Belum Mencapai 

Target 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Misi 1 4 2 50.00 1 25.00 1 25.00 

 Jumlah 4 2 50.00 1 25.00 1 25.00 
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Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat 

DPRD Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021 

No. Kategori Jumlah Indikator Persentase 

A. Misi 1 4 100.00% 

1 Melebihi/Melampaui Target 2 50.00 % 

2 Sesuai Target 1 25.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 1 25.00 % 

 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam 

rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di 

masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain : 

• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

• kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

• Kinerja nyata dengan target akhir renstra. 

• kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja 

sektor swasta. 

• kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. 

 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan 

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 

indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota 

Bontang tahun 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 

Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat  DPRD  

 

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat  DPRD 

 

No. 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2018 % Tahun 2019 % Tahun 2020 % Tahun 2021 % 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Persentase 

kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD  

Persen 0 0 0 75 76 101.33 80 75,79 94.74 85 92,71 109.07 

 

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat 

dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD" adalah sebesar 92,71 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.07 %, capaian ini melebihi 

target yang diperjanjikan. 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD" tahun ini meningkat 14.33 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 

94.74. Berikut merupakan hasil survey kepuasan masyarakat pada Sekretariat DPRD. 

 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Survey Kepuasan Masyarakat  

Pada Sekretariat DPRD Tahun 2021   
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Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan diperoleh angka indeks Kepuasan Masyarakat 92,71 

dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 3 jenis 

layanan Sekretariat DPRD yaitu layanan fasilitasi legislasi, layanan fasilitasi penganggaran dan layanan 

fasilitasi pengawasan. Seluruh target responden pada tiga layanan Sekretarian DPRD tersebut dapat 

dipenuhi bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 61 responden dari target 6 

responden. Survey dilakukan secara online dengan menggunakan google form, dan yang menjadi 

reponden adalah anggota DPRD. Berikut merupakan hasil survey kepuasan masyarakat pada Sekretariat 

DPRD. 

Secara umum responden menilai kualitas pelayanan Sekretariat Daerah adalah Baik dan Sangat 

Baik. Dari 9 unsur pelayanan, 8 diantaranya dinilai Sangat Baik oleh responden, sedangkan sisanya yaitu 

unsur perilaku pertugas layanan sebagian besar dinilai Baik oleh pengguna layanan. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, maka indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD tahun 2021 mengalami 

peningkatan nilai dari 75.79 (tahun 2020) menjadi 92,71. Kondisi ini menunjukkan bahwa rencana tindak 

lanjut Sekretariat Daerah di tahun 2021 telah dilakukan dengan baik, sehingga berdampak terhadap 

meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah Kota Bontang.  

 

Sasaran 2 

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah  

 

 

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah  

No. 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2018 
% 

Tahun 2019 
% 

Tahun 2020 
% 

Tahun 2021 
% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Persentase 

fasilitasi 

Pembahasan 

Peraturan 

Daerah  

% 0 0 0 60 51 85.00 65 89 136,92 70 120 171.43 

 

Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari 

sebanyak 1 indikator yaitu : 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah " adalah sebesar 

120 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga 

persentase capaian kinerjanya adalah 171.43%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah " tahun ini 

meningkat 34.51 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 136.92. 

 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan 

Peraturan Daerah dengan indikator kinerja persentase Fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah 

ditargetkan sebesar 70 persen. Target tersebut dilaksanakan dengan menjadwalkan Propem perda 

sebanyak 20 kali dan hasil realisasi per triwulan 6 kali dengan hasil persentasi 30 persen per triwulan. 
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Sehingga hasil realisasi pertahun 24 kali propem peraturan daerah yang dibahas dengan persentase sebesar 

120 Persen menyebabkan IKU melebihi target yang ditentukan oleh Sektretariat DPRD. 

Di tahun 2021 jumlah pembahasan propemperda yang berhasil dilaksanakan dan di fasilitasi 

berjumlah 12 (dua belas) dan yang sudah di fasilitasi tetapi belum selesai pembahasan sehingga harus 

diluncurkan pada tahun 2022 berjumlah 8 (delapan) raperda. Hal ini sesuai dengan target Sekretariat 

DPRD bersama Pemerintah Kota Bontang untuk merampungkan 4 (empat) raperda wajib dan 5 (lima) 

raperda inisiatif baik dari Sekretariat DPRD maupun dari Pemerintah Kota Bontang. 

 

Sasaran 3 

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran  

 

 

Tabel 4.0 Analisis Pencapaian Sasaran 3 

Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran  

No. 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2018 
% 

Tahun 2019 
% 

Tahun 2020 
% 

Tahun 2021 
% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Persentase 

Fasilitasi 

Pengawasan 

yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD  

% 0 0 0 100 53 53.00 100 94 94.00 100 43 43.00 

2 

Persentase 

Fasilitasi 

Anggaran 

yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD  

% 0 0 0 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 

 

Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran dapat dilihat dari sebanyak 

2 indikator yaitu : 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD " 

adalah sebesar 43 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 43.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang 

diperjanjikan. 

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD " 

tahun ini menurun 51.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 94.00 

- Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Fasilitasi  Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD " 

adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. 

 

Berdasarkan data diatas, indikator kinerja Persentase fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan 

oleh DPRD ditargetkan 100 persen pada fasilitasi Pengawasan. Target pada fasilitasi Pengawasan 

dijadwalkan 60 kali sidak kelapangan. Namun, hasil realisasi sampai triwulan ke empat sebanyak 26 kali 
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dengan persentase sebesar 43 persen. Realisasi ini didominan oleh pengawasan urusan pemerintahan 

dibidang infrastuktur dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan karena harus terjun langsung 

kelapangan untuk meninjau secara langsung dan memastikan progres fisik dilapangan, begitupun dengan 

Pengawasan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat dimana anggota DPRD memang 

sewajar bertatap muka dengan masyarakat sebagai wakil rakyat. Adapun Pengawasan urusan 

pemerintahan dibidang Pemerintahan dan Hukum dan Pengawasan urusan pemerintahan dibidang 

Perekonomian yang dilakukan dengan rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan organisasi perangkat 

daerah yang bersangkutan sehingga target 100 persen tidak bisa dicapai  Sekretariat DPRD.  

 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan 

dan anggaran dengan indikator kinerja sasaran Persentase fasilitasi anggaran yang dilaksanakan oleh 

DPRD ditargetkan 100 persen yang terdiri atas target Pembahasan Anggaran Murni 19 kali dan 

Pembahasan anggaran Perubahan 16 kali. Hasil realisasi akhir tahun Kegiatan Pembahasan Anggaran 

Murni terlaksana sebanyak 19 Kali dan Pembahasan Anggaran Perubahan sebanyak 16 Kali, sehingga 

Target dapat dicapai dengan hasil 100 Persen sesuai target. Oleh karena itu, anggaran murni dan anggaran 

perubahan dapat diparipurnakan dan disahkan oleh DPRD. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bontang disusun sebagai 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertangungjawaban dalam pencapaian 

misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan good govermance. Tujuan penyusunan 

laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah 

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.  

Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang 2017 - 2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 

4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-5 dari lima 

tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109.07 % 

• Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 171.43 % 

• Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 43.00 % dan 100.00 % 

 

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat 

DPRD Kota Bontang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 73.628.199.108 

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 65.501.696.102, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 

Sekretariat DPRD Kota Bontang kondisi anggaran adalah SILPA Rp. 8.126.503.006 

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.628.199.108 

telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota 

Bontang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat 

DPRD Kota Bontang adalah 88.96 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa 

perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bontang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bontang ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang kepada pihak-pihak terkait 

baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

membangun Kota Bontang. 

 

 

 

 

 

 

Bontang, 31 Desember 2021 
 

Sekretaris DPRD Kota Bontang 
 

 

 

 
H. Lukman, S.S., M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231000031012 
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LAMPIRAN : 

1.  SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2021. 

2.  SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2021 HASIL 

REVIU. 

3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021. 

4.  PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021 PERUBAHAN. 

5. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2021. 

6. RENCANA AKSI TAHUN 2021. 

7. KERTAS KERJA (CASCADING) TAHUN 2021. 











 
 

 
 
 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG 

NOMOR 25 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG 

TAHUN 2020 
 
 
 

SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG, 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja 
Sekretariat DPRD Kota Bontang, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah 
ditetapkan; 

 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan 
Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan satuan kerja 
perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris DPRD Kota Bontang tentang Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2020. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 

 

  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;  

 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama; 

 

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kota Bontang 
Tahun 2005 – 2025; 

 

P E M E R I N T A H  K O T A  B O N T A N G 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari,  BONTANG-KALTIM 

Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463. email : setwankotabontang@gmail.com 

 



5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 
Tahun 2016-2021; 

 

6. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016-
2021; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : 
 

PERTAMA  : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja oleh 
Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk menetapkan Rencana 
Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan, 
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun 
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 
dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2016 - 2021; 

 

KEDUA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua DPRD Kota Bontang di – Bontang 
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di – Bontang 
3. Kepala Bappeda Kota Bontang di – Bontang 
4. Inspektur Kota Bontang di – Bontang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : Bontang 
Pada tanggal  : 10 Januari 2020 
 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kota Bontang 

2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan 

Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan . 

 

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 

DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD; 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD; 

 

 

4. Indikator Kinerja Utama : 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

Alasan SUMBER DATA 
FORMULASI/CARA 

PENGUKURAN 

1. Meningkatnya 

kepuasan anggota 

DPRD terhadap 

kinerja 

Sekretariat DPRD 

Persentase 

kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Terlaksananya 
kegiatan Survey 
Kepuasan anggota 
DPRD terhadap 
kinerja Sekretariat 
DPRD 

Jumlah DPRD yang 

puas terhadap 

pelayanan Sekretariat 

DPRD / Jumlah seluruh 

Anggota DPRD x 100% 

2 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

pembahasan 

Peraturan 

Daerah 

Terlaksananya  
Kegiatan fungsi  
fasilitasi  
pembentukan 
Peraturan  Daerah 

Jumlah Propemperda 

yang difasilitasi 

pembahasannya / 

Jumlah Propemperda 

yang dijadwalkan 

untuk dibahas x 100% 



 

3 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pengawasan dan 
anggaran 

Persentase 

fasilitasi 

pengawasan dan 

anggaran yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD 

Terlaksananya 
Kegiatan fungsi 
fasilitasi 
pengawasan dan 
anggaran  

1. Jumlah fungsi 

pengawasan yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pengawasan 

diminta DPRD x 100% 

2. Jumlah fungsi 

anggaran yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pembahasan 

anggaran direncanakan 

x 100% 

 

 
 
 

Bontang,  10 Januari 2020 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 

 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
 

 
 
 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG 

NOMOR 5 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG 

TAHUN 2021 
 
 
 

SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG, 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja 
Sekretariat DPRD Kota Bontang, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah 
ditetapkan; 

 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan 
Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan satuan kerja 
perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris DPRD Kota Bontang tentang Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2021. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 

 

  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;  

 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama; 

 

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kota Bontang 
Tahun 2005 – 2025; 

 

P E M E R I N T A H  K O T A  B O N T A N G 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari,  BONTANG-KALTIM 

Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463. email : setwankotabontang@gmail.com 

 



5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 
Tahun 2016-2021; 

 

6. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016-
2021; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : 
 

PERTAMA  : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja oleh 
Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk menetapkan Rencana 
Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan, 
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun 
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 
dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2016 - 2021; 

 

KEDUA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua DPRD Kota Bontang di – Bontang 
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di – Bontang 
3. Kepala Bappeda Kota Bontang di – Bontang 
4. Inspektur Kota Bontang di – Bontang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : Bontang 
Pada tanggal  : 10 Januari 2021 
 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kota Bontang 

2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan 

Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan . 

 

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 

DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD; 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD; 

 

 

4. Indikator Kinerja Utama : 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

Alasan SUMBER DATA 
FORMULASI/CARA 

PENGUKURAN 

1. Meningkatnya 

kepuasan anggota 

DPRD terhadap 

kinerja 

Sekretariat DPRD 

Persentase 

kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Terlaksananya 
kegiatan Survey 
Kepuasan anggota 
DPRD terhadap 
kinerja Sekretariat 
DPRD 

Jumlah DPRD yang 

puas terhadap 

pelayanan Sekretariat 

DPRD / Jumlah seluruh 

Anggota DPRD x 100% 

2 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

pembahasan 

Peraturan 

Daerah 

Terlaksananya  
Kegiatan fungsi  
fasilitasi  
pembentukan 
Peraturan  Daerah 

Jumlah Propemperda 

yang difasilitasi 

pembahasannya / 

Jumlah Propemperda 

yang dijadwalkan 

untuk dibahas x 100% 



 

3 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pengawasan dan 
anggaran 

Persentase 

fasilitasi 

pengawasan dan 

anggaran yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD 

Terlaksananya 
Kegiatan fungsi 
fasilitasi 
pengawasan dan 
anggaran  

1. Jumlah fungsi 

pengawasan yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pengawasan 

diminta DPRD x 100% 

2. Jumlah fungsi 

anggaran yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pembahasan 

anggaran direncanakan 

x 100% 

 

 
 
 

Bontang,  10 Januari 2021 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 

 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
 

 
 
 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG 

NOMOR 259 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) HASIL REVIU 

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG 

TAHUN 2019 
 
 
 

SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG, 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja 
Sekretariat DPRD Kota Bontang, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah 
ditetapkan; 

 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan 
Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan satuan kerja 
perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris DPRD Kota Bontang tentang Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2019. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 

 

  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah;  

 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama; 

 

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kota Bontang 
Tahun 2005 – 2025; 

 

P E M E R I N T A H  K O T A  B O N T A N G 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari,  BONTANG-KALTIM 

Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463. email : setwankotabontang@gmail.com 

 



5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 
Tahun 2016-2021; 

 

6. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2016-
2021; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : 
 

PERTAMA  : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja oleh 
Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk menetapkan Rencana 
Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan, 
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun 
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 
dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2016 - 2021; 

 

KEDUA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua DPRD Kota Bontang di – Bontang 
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang di – Bontang 
3. Kepala Bappeda Kota Bontang di – Bontang 
4. Inspektur Kota Bontang di – Bontang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : Bontang 
Pada tanggal  : 28 Maret 2019 
 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kota Bontang 

2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan 

Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan . 

 

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 

DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD; 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD; 

 

 

4. Indikator Kinerja Utama : 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

Alasan SUMBER DATA 
FORMULASI/CARA 

PENGUKURAN 

1. Meningkatnya 

kepuasan anggota 

DPRD terhadap 

kinerja 

Sekretariat DPRD 

Persentase 

kepuasan 

Anggota DPRD 

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat 

DPRD 

Terlaksananya 
kegiatan Survey 
Kepuasan anggota 
DPRD terhadap 
kinerja Sekretariat 
DPRD 

Jumlah DPRD yang 

puas terhadap 

pelayanan Sekretariat 

DPRD / Jumlah seluruh 

Anggota DPRD x 100% 

2 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

pembahasan 

Peraturan 

Daerah 

Terlaksananya  
Kegiatan fungsi  
fasilitasi  
pembentukan 
Peraturan  Daerah 

Jumlah Propemperda 

yang difasilitasi 

pembahasannya / 

Jumlah Propemperda 

yang dijadwalkan 

untuk dibahas x 100% 



 

3 Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pengawasan dan 
anggaran 

Persentase 

fasilitasi 

pengawasan dan 

anggaran yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD 

Terlaksananya 
Kegiatan fungsi 
fasilitasi 
pengawasan dan 
anggaran  

1. Jumlah fungsi 

pengawasan yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pengawasan 

diminta DPRD x 100% 

2. Jumlah fungsi 

anggaran yang 

difasilitasi dibagi 

jumlah pembahasan 

anggaran direncanakan 

x 100% 

 

 
 
 

Bontang, 28  Maret 2019 

 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 
 
 
 
 
 
 
H. Lukman  S. S.  M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19711231200031012 
 



 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transaparan, dan akuntabel serta 
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 
Nama             : H. Lukman. S.S. M.Si  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bontang 
Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
Nama : dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG 
Jabatan : Walikota Bontang 
Selaku atasan langsung pihak pertama 
Selanjutnya disebut pihak kedua 
 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 
pihak pertama. 
 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi            
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 
pemberian penghargaan dan sanksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bontang, 10 Januari 2021 

Pihak Pertama, 

 
 
 
 
 
 
H. Lukman. S.S. M.Si  
Pembina  Tk I /IV b 
NIP. 19711231200031012  
 
 

 
Pihak Kedua, 

 
 
 
 
 
 
 
dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG 
 

P E M E R I N T A H  K O T A  B O N T A N G 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari,  BONTANG-KALTIM 

Telp. (0548) 5135950 - 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463. email : setwankotabontang@gmail.com 

 



 
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  TAHUN 2021 

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG 
 
 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya kepuasan 
Anggota DPRD terhadap kinerja 
sekretariat DPRD 
 

Persentase kepuasan Anggota DPRD 
terhadap pelayanan Sekretariat 
DPRD 

85 Persentase 

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi 
pembentukan peraturan daerah 
 

Persentase fasilitasi pembahasan 
peraturan daerah 

70 Persentase 

3. Meningkatnya fasilitasi fungsi 
pengawasan dan anggaran 
DPRD 
 

Persentase Rekomendasi DPRD yang 
ditindak lanjuti 

100 Persentase 

  
     
  Program   Anggaran  Keterangan 

1 Penunjang urusan pemerintahan Rp. 
                                                                          

43.557.877.572  APBD 

 Daerah Kabupaten/Kota    

2 Dukungan pelaksanaan tugas dan  Rp. 
                                                                            

22.837.891.250 APBD 

 Fungsi DPRD    

     
     

     

     

     

 

 

 

 
 

   

 

  

  

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Mengetahui : 

Walikota Bontang, 
 
 
 
 

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG 

Bontang, 10 Januari 2020 
 Sekretaris DPRD Kota Bontang, 

 
 
 
 
 

H. Lukman. S.S. M.Si  
Pembina  Tk I /IV b 

NIP. 19711231200031012  







 
 
 

Basû se S.IP 

PEMERINTAH KOTA BONTANG 
SEKRETARIAT DEWAN PRRWAKILAN RAKYAT DAERAH 

JALAN BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI BONTANG KALTIM 
Telp.(0548) 5135- 135951 Fais.(0548) 21792-20463 email Setwankotabontang@gmail.com 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA  PERUBAHAN TAHUN 2021 
 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama 
 

Jabatan 

H. Lukman, S.S, M. Si 

Sekretaris DPRD Kota Bontang 
 

Selanjutnya disebut pihak pertama 
 

Nama 
 

Jabatan 

Basri Rase, S.IP 

Wali Kota Bontang 
 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 
 

Bontang,     Oktober 2021 

 
Pihak Kedua, 

 
 

Pih a, 

H. L kman M. Si 
Pembin Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19 112312000031012 

mailto:email%20Setwankotabontang@gmail.com


 
 
 

Lukman S.S 
Pem ina Utama Muda (IV/c) 

IP. 71123120000310125 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

 
 

 

NO 

 

Sasaran Strategis 
 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 
Anggaran 

Rp 

1 Meningkatnya 

kepuasan anggota 

DPRD terhadap 

kinerja Sekretariat 

DPRD 

1.1 Persentase Kepuasan 
Anggota DPRD terhadap 
pelayanan Sekretariat DPRD 

85% 50.119.622.508 

2 Meningkatnya 

Fasilitasi fungsi 

pembentukan 

Peraturan Daerah 

1.2 Persentase fasilitasi 
Pembahasan Peraturan 
Daerah 

70% 21.083.423.750 

 

 Meningkatnya 

Fasilitas fungsi 

pengawasan  dan 

anggaran 

1.3 Persentase Fasilitasi 
Pengawasan yang 
dilasanakan oleh DPRD 

100% 160.063.750 

1.4 Persentase Fasilitasi 
Anggaran yang dilasanakan 
oleh DPRD 

100% 266.285.000 

Jumlah 71.629.395.008 

 
 

No. 

1 

Program 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Anggaran (Rp) 

50.119.622.508 

Keterangan 

APBD 

2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 

DPRD 

23.508.576.600 APBD 

 

 
 

 
Wali Kota Bontang 

Bontang,    Oktober 2021  

Sekretaris DPRD 

 

 

 
 

Basr ase S.IP 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sekretaris DPRD 

Tugas : Memimpin dan menyelenggarakan pelayanan adminstrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Fungsi : a.  Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

  b. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

  c. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  d. Penyelenggaraan urasan pelayanan adminstratif dan pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD 

  e. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja sekretariat DPRD 

  f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris DPRD 

 
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab 

1 Meningkatnya kepuasan 

anggota DPRD terhadap 

kinerja Sekretariat DPRD  

Persentase kepuasan 

Anggota DPRD terhadap 

pelayanan Sekretariat DPRD 

Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD / Jumlah Seluruh Anggota DPRD x 

100% 

Dokumen 

Pelaksana Kegiatan 

Bagian Umum dan 

Keuangan 

2 Meningkatnya fasilitasi 

fungsi pembentukan 

peraturan daerah 

Persentase fasilitasi 

pembahasan Peraturan 

Daerah 

Jumlah Propemperda yang difasilitasi pembahasannya 

/ dijadwalkan untuk dibahas x 100 % 

Dokumen 

Pelaksana Kegiatan 

Bagian Persidangan 

dan Perundang-

undangan 

3 Meningkatnya fasilitasi 

fungsi pengawasan dan 

anggaran 

Persentase pengawasan dan 

anggaran yang dilaksanakan 

oleh DPRD 

1. Jumlah fungsi pengawasan yang difasilitasi/ jumlah 

pengawasan diminta DPRD x 100% 

2. Jumlah fungsi anggaran yang difasilitasi/ jumlah 

pembahasan anggaran direncanakan x 100 % 

Dokumen 

Pelaksana Kegiatan 

Bagian  

Penganggaran dan 

Pengawasan 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Bagian Umum dan Keuangan 

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka memberi dukungan adminstrasi kesekretariatan DPRD 

Fungsi : a.  Perencanaan program kerja Bagian Umum Dan Keuangan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Penyelenggaraan urusan umum dan keuangan 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja bagian umum dan keuangan 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan. 

 

No. Sasaran Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1 
Meningkatnya Pelayanan 

Adminstrasi Perkantoran 
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 

Kebutuhan Administrasi Perkantoran merupakan bahan 

pendukung kegiatan layanan Administrasi perkantoran 

Ʃ  Administrasi perkantoran yang dibutuhkan    x  100 % 
Ʃ  Total Administrasi perkantoran yang tersedia 

RKBU dan DPA 

2 Meningkatnya sarana 

prasarana aparatur yang 

layak fungsi 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi adalah 

jumlah sarana prasarana pendukung administrasi 

perkantoran yang layakfungsi 

           Ʃ  Sarana prasarana yang layak fungsi 

DPA 

3 Meningkatnya Disiplin 

Aparatur 

Peningkatan Disiplin Aparatur Kebutuhan Pegawai yang terpenuhi DPA 

4 Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur 

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dalam 

pengembangan pendidikan 

DPA, Sertifikat 

Pendidikan 

5 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien Survei kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat  Survei 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas : melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk efektifitas 

pelaksanaan tugas 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor 

  d. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

  e. Pelaksanaan urusan perlengkapan 

  f. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor 

  g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

  h. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. Tersedianya Surat Dinas Pimpinan DPRD 

dan Sekretariat DPRD 

Jumlah Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat 

DPRD 

Jumlah Surat keluar Jumlah surat yang 

diproses 

Tersedianya Fasilitas Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Tagihan rekening 

Tersediannya Perpanjangan STNK 

Kendaraan Dinas/Operasional 

Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah unit Perpanjangan STNK 

Kendaraan Dinas/Operasional 

Tagihan STNK dan KIR 

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang 

terbayar 

DPA 

Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang tersedia DPA 

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan 

Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai 

dengan Kebutuhan 

Jenis barang cetakan yang tersedia DPA 

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Yang Memadai 

Tersediaanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Yang Memadai 

Jenis peralatan dan perlengkapan yang 

tersedia 

DPA  



No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga yang 

tersedia 

DPA 

Media Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang - undangan 

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 

– undangan 

Jumlah media yang terbayar DPA, Tagihan, bukti 

tanda terima 

Jenis Kebutuhan Bahan Logistik Kantor  Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor  Jenis logistik yang tersedia DPA 

Jenis Kebutuhan Makanan dan Minuman 

Kegiatan 

Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman 

Kegiatan 

Jenis makanan dan minuman yang 

terbayar 

DPA, Undangan, 

agenda kegiatan, 

foto, absen, tagihan 

Tingkat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi serta 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM di 

Lingkunngan Sekretariat DPRD Kota Bontang 

Jumlah Perjalanan dinas yang terbayar TS, Undangan, SPT, 

SPPD, Disposisi, 

Laporan  dinas dan 

DPA 

Tersedianya Jasa Tenaga 

Administrasi/Teknis Perkantoran 

Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 

Perkantoran 

Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis 

Perkantoran yang terbayar 

Laporan, absen dan 

DPA 

2. Tersedianya Pemeliharaan Mobil 

Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD 

Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan di 

lingkungan Sekretariat DPRD 

Jumlah unit yang terpelihara DPA 

Jumlah Jasa service dan Suku Cadang 

Kendaraan Dinas Operasional 

Tersedianya Jasa service dan Suku Cadang 

Kendaraan Dinas Operasional 

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 

terpelihara 

DPA 

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor 

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

Layak Pakai 

Jumlha jenis peralatan gedung kantor 

yang terpelihara 

DPA 

Tersedianya pemeliharaan Gedung 

Kantor 

Terpeliharanya Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara DPA 

Tersediannya Peralatan dan 

perlengkapan kantor dipelihara 

Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara 

dengan baik 

Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor 

yang terpelihara 

DPA 

3. Tersedianya Kebutuhan Pakaian Khusus 

untuk 

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus untuk 

Mendukung Kegiatan Tertentu 

Jenis  pakaian yang tersedia DPA 

4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 

formal 

Prosentase jumlah Pegawai di Lingkungan 

Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti 

diklat, sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis 

Jumlah sertifikat pendidikan dan pelatihan 

formal yang terealisasi 

DPA , Sertifikat 

peserta pelatihan 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

Jabatan  : Pengadministrasi Kepegawaian 

Tugas : Melakukan Adminstrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD 

Fungsi : a.  Membuat usulan kenaikan gaji berkala 

  b. Menghimpun dan membuat usulan kenaikan berkala 

  c. Membuat SKP 

  d. Meregister dan mengarsip buku register kepegawaian 

  e. Merekap Absensi pegawai 

  f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan 

  g. Mencatat dan menghimpun arsip surat-surat kepegawaian 

  h. Pengadministrasian data pegawai 

  g. Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 
Terwujudnya tertib 
administrasi data 

kepegawaian 

Jumlah arsip kenaikan gaji berkala Jumlah pegawai yang gaji berkalanya naik 

Data Pengadministrasi 
Kepegawaian 

Jumlah arsip kenaikan pangkat Jumlah pegawai yang pangkatnya naik 

Jumlah SKP Jumlah SKP semua pegawai 

Jumlah arsip buku register kepegawaian Jumlah buku regester kepegawaian yang di arsipkan 

Jumlah rekap absensi pegawai Jumlah absensi pegawai yang di rekap 

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan 

Jumlah kegiatan yang di laksanakan di sekretariat 

Jumlah arsip surat-surat kepegawaian Jumlah surat2 kepegawaian yang di arsipkan 

Jumlah arsip data pegawai yang update 
(mengikuti perkembangan kondisi pegawai) 

Jumlah arsip data pegawai telah disusun setiap 

tahun yang update (mengikuti perkembangan 

kondisi pegawai) 

Data Pegawai, Daftar Urut 
Kepangkatan (DUK) dan Buku 

Induk Pegawai 

Jumlah analisa jabatan dan analisa beban 
kerja setiap formasi setiap tahun 

Jumlah analisa jabatan dan analisa beban kerja 

setiap formasi telah disusun setiap tahun 

Analisa Jabatan ( Anjab ) dan 
Analisa Beban Kerja ( ABK ) 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Pengadministrasi Umum 

Tugas : Melakukan Kegiatan Administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar 

Fungsi :  

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. Terpenuhinya administrasi sesuai 
dengan SOP 

Persentase administrasi tepat waktu Jumlah Kegiatan yang terealiasi x 100 

Jumlah Kegiatan 

- DPA 

- Surat menyurat 

- Data Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan, koordinasi dan penyusunan laporan pemanfaatan barang milik daerah 

Fungsi : a.  Mencatat buku penerimaan barang inventaris kantor 

  b. Mencatat buku pengeluaran barang inventaris kantor  

  c. Mencatat buku pengadaan barang inventaris kantor 

  d. Membuat catatan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU)  

  e. Membuat catatan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit ( RKPBU) 

  f. Mencatat kartu barang, mengisi KIB A-F 

  g. Mengisi Form C-C4 dan E-E4 

  h. Membuat Laporan Barang Inventaris 

  i. Mengumpulkan data barang/aset milik Sekretariat DPRD 

  j. Mengklasifikasi dan menginventaris jenis dan jumlah barang/aset milik Sekretariat DPRD 

  k. Mendokumentasikan laporan barang dan aset milik Sekretariat DPRD 

  l. Mengoparasikan Aplikasi Sim-Aset 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. Terlaksananya penatausahaan barang 

milik daerah 

Jumlah dan jenis laporan barang 

yang di catat dan disusun 

Jumlah dan jenis laporan barang yang 

dicatat dan disusun 

Pengelola 

Pemanfaatan Barang 

Milik Negara 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Pengadministrasi Persuratan 

Tugas : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar dan menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait 

Fungsi : a.  Menerima, mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian. 

  b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian 

  c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis , nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pendistribusian 

  d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi 

  e. Mengoperasikan Aplikasi E-Arsip 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 
Terlaksananya administrasi 

surat menyurat 

Jumlah Surat masuk yang dicatat Jumlah surat masuk yang dicatat di buku regester 

Pengadministrasi 

Persuratan 

Jumlah surat keluar yang dicatat Jumlah surat keluar yang dicatat di buku regester 

Jumlah arsip yang di kelola dan 
disimpan 

Jumlah surat masuk dan surat keluar yang 

disimpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Program dan Keuangan 

Tugas : melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

efektivitas pelaksanaan tugas 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Pelaksanaan urusan perencanaan 

  d. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan 

  e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

  f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan. 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 
Tersedianya Dokumen 

Keuangan Sekretariat DPRD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD - RPJMD 

- RKT 

- Renstra 

- RKPD 

- KUA PPAS 

- Renja 

- Laporan Kinerja Tahun Lalu 

- Hasil Monev 

- Usulan Bidang 

- Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara 

- Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran  

Jumlah Dokumen Anggaran 
Dokumen Anggaran RKA, DPA, DPA 

Pergeseran dan DPPA 

Jumlah Dokumen Monitoring 
dan Evaluasi Sekretariat DPRD 

Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

Sekretariat DPRD yang terealisasi 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Penata Laporan Keuangan 

Tugas : Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD  

Fungsi : a.  Membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

  b. Mengumpul dan Mengolah data penyusunan laporan keuangan 

  c. Mencocokkan Kesesuaian Pembukuan atas transaksi aset, kewajiban dan ekuitas pendapatan-LO,dan Beban 

  d. Melakukan Asistensi penyusunan laporan keuangan (neraca,Lap Operasional, Lap Perubahan Ekuitas dan CALK);   

  e. Menyiapkan data dan informasi terkait realisasi anggaran semester dan prognosis 

  f. Menyiapkan data penyerapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan 

  g. mendata dan menyusun capaian penyerapan anggaran, realisasi fisik kegiatan dan laporan capaian kinerja 

  h. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) 

  i. Mengolah data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 

  j. menyiapkan dan mengolah bahan Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Individu 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Menghimpun dan 

menyusun 

Dokumen 

Laporan 

Keuangan 

Sekretariat DPRD 

Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan Tahunan 

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang selesai x 100 

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 

- LRA 

- LO 

- LPE 

- Neraca 

- Aplikasi Efinance 

- Aplikasi Sim Aset 

- Data Persediaan 

Jumlah Dokumen Rekonsilisasi 

realiasi keuangan  

Jumlah Dokumen Rekonsilisasi Realisasi Keuangan yang selesai  X  100 

Jumlah Dokumen Rekonsilisasi Realisasi Keuangan 

- Rencana Realisasi (Anggaran Kas) 



No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

2. 

Tersedianya 

dokumen 

keuangan 

Sekretariat DPRD 

Jumlah dokumen sekretariat 

DPRD 

Jumlah bahan penyusunan matrik (Renstra) - RPJMD 

- RKT 

- RKPD 

- Renstra 

- Renja  

- Aplikasi Efinance 

- Aplikasi Sim Aset 

- Data Persediaan 

- Asil APIP 

- Data Kepegawaian 

- DPA dan DPPA 

Jumlah bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 

Jumlah bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Jumlah bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

Jumlah bahan penyusunan cascading kinerja 

Jumlah bahan penyusunan penetapan kinerja (PK) 

Jumlah bahan perjanjian kerja dan IKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Bendahara Pengeluaran 

Tugas : Mengelola adminstrasi keuangan dan membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan 

pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban  

Fungsi : a. Melaksanakan verifikasi SPJ Gaji, UP, GUdan LS 

  b. Membuat Surat Pengajuan Pencaiaran (SPP) Gaji, UP, GU dan LS 

  c. Membuat laporan pertanggungjawaban Fungsional 

  d. Membuat rekapitulasi belanja per rincian objek 

  e. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan 

APBD 

  f. Membuat Buku Kas Umum (BKU) 

  h. Membuat Register Penutupan Kas 

  i. Membuat rekapitulasi pajak 

  j. Menyiapkan berkas pemeriksaan inspektorat / BPK 

  k. Mencatat dan mengarsipkan berkas pengajuan pembayaran serta menandatangani Cek Pencairan 

  f. Membuat laporan penyerapan belanja ke PA/KPA 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Terlaksananya 

pengelolaan 

admnistrasi 

keuangan 

Jumlah dan jenis administrasi keuangan yang disiapkan Jumlah dan jenis administrasi keuangan 

yang disiapkan 
- DPA dan DPPA 

- Aplikasi Keuangan 

- Hasil Rekon 

- Daftar Gaji 



No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

2 

Tersedianya 

bahan 

penyusunan 

laporan keuangan 

Sekretariat DPRD 

Jumlah dan jenis bahan laporan keuangan yang disiapkan Jumlah berkas laporan realisasi penyerapan 

anggaran kegiatan 

- Daftra Tunjangan 

- Daftar potongan pajak 

- Berkas SPJ Jumlah penyiapan/pendistribusian dana tersebut pada bidang yang 

terkait 

Jumlah yang di distribusikan pada bidang 

Jumlh penyiapan dan penyimpanan berkas SPJ Jumlah yang di SPJ kan 

Jumlah penyiapan laporan pertanggung jawaban (SPJ Belanja-

Fungsional) 

Jumlah bahan yang di siapkan buat laporan 

pertanggungjawaban 

Jumlah penyiapan buku kas umum dan register penutupan kas Jumlah yang di kerjakan di buku kas umum 

dan register penutupan kas 

Jumlah Laporan Penyerapan Belanja ke PA/KPA Jumlah Laporan Penyerapan Belanja x 100 

Jumlah Belanja yang tersedia 

Jumlah penyiapan SSP (Surat Setoran Pajak) Jumlah pajak yang di bayarkan 

Jumlah penyiapan keterangan penghasilan untuk SPT tahunan Jumlah SPT tahunan yang di laporkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Verikator Keuangan 

Tugas : Mengevaluasi dan memverifikasi data laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  

Fungsi : a.  Memverifikasi Dokumen SPJ GU/TU dan LS  

  b. Menyiapkan data Laporan Realisasi SPJ 

  c. Membantu menyiapkan berkas pemeriksaan inspektorat / BPK 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Mendata realisasi keuangan dan bukti-bukti 

pengeluaran sebagai kelengkapan SPJ per 

rincian kegiatan. 

Jumlah dokumen realisasi keuangan dan bukti-bukti 

pengeluaran sebagai kelengkapanSPJ per rincian 

kegiatan. 

dokumen realisasi keuangan dan bukti-

bukti pengeluaran sebagai kelengkapan 

SPJ per rincian kegiatan 

- DPA / DPPA 

- Daftar Gaji 

- Daftar 

Tunjangan 

- Daftar Uang 

Makan 

- Berkas SPJ 

UP, GU, TU, 

LS 

2. 

Meneliti kelengkapan bukti pengeluaran, 

pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan 

perhitungan keuangan 

Jumlah Berkas Kelengkapan bukti pengeluaran, 

pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan 

perhitungan keuangan 

berkas kelengkapan bukti engeluaran, 

pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan 

perhitungan keuangan 

3. 

Mencermati Kebenaran penghitungan keuangan 

dalam rangka verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggung jawaban 

Jumlah mencermati Kebenaran penghitungan 

keuangan dalam rangka verifikasi, evaluasi dan 

analisis atas laporan pertanggungjawaban 

mencermati Kebenaran penghitungan 

keuangan dalam rangka verifikasi, 

evaluasi,dan analisis atas  

laporan pertanggung jawaban 

4. 
Melaksanakan konfirmasi data apabila tidak ada 

kesesuaian perhitungan 

Jumlah melaksanakan konfirmasi data apabila tidak 

ada kesesuaian perhitungan 

melaksanakan konfirmasi data apabila 

tidak ada kesesuaian perhitungan 

5. 
Meniliti kelengkapan dan kebenaran dokumen 

kontrak 

Jumlah meniliti kelengkapan dan kebenaran 

dokumen kontrak 

meniliti kelengkapan dan kebenaran 

dokumen kontrak 

6. 

Melaksanakan konfirmasi data dan memfasilitasi 

kesempurnaan pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa apabila terdapat ketidak lengkapan 

dokumen kontrak 

Jumlah melaksanakan konfirmasi data dan 

memfasilitasi kesempurnaan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa apabila terdapat ketidak 

lengkapan dokumen kontrak 

melaksanakan konfirmasi data dan 

memfasilitasi kesempurnaan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasaapabila 

terdapat ketidak 7lengkapan dokumen 

kontrak 

7. 
Memastikan dana untuk membiayai pengeluaran 

telah tersedia dan masih cukup dalam DPA 

Jumlah memastikan dana untuk membiayai 

pengeluaran telah tersedia dan masih cukup dalam 

DPA 

memastikan dana untuk membiayai 

pengeluaran telah tersedia dan masih 

cukup dalam DPA 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Pengadministrasi Keuangan 

Tugas : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan mengenai gaji, memvalidasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 

karyawan/karyawati dalam daftar gaji serta mengolah data untuk penghitungan Tunjangan Pendapatan Penghasilan Pegawai 

Fungsi : a. Melakukan Penatausahaan keuangan 

  b. Menyiapkan data penyerapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan  

  c. Mengoprasikan Aplikasi DJP Online, Sistem Informasi BNPB, E-SPT dan Aplikasi Keuangan  

  d. Membuat SPP dan menyetor pajak  

  e. Membantu melakukan verifikasi data Kenaikan Gaji Berkala ke dalam daftar gaji PNS 

  f. Membantu menyusun Anggaran Kas 

  g. Membantu menyusun laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 

  h. Membantu menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan penghasilan 

  i. Membantu Menyusun SPJ Keuangan dan register 

  j. Membantu menyusunan dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran 

  k. Membantu Menyiapkan berkas pemeriksaan inspektorat / BPK 

 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Tersedianya 

bahan Laporan 

Keuangan 

Semesteran 

Jumlah verifikasi kelengkapan SPJ Jumlah surat pengajuan SPJ yang di ajukan 

Pengadminstrasi 

keuangan 

Jumlah pengajuan pencairan Belanja Jumlah belanja yang dicairkan 

Jumlah Anggaran Kas Kegiatan Jumlah Anggaran Kas yang terealisasi 

Jumlah bahan arsip dokumen SPJ Jumlah SPJ kegiatan yang diarsip dan dicatat 

2 

Tersedianya 

bahan Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

Jumlah penyiapan gaji, tunjangan dll Jumlah pegawai yang ada 

Jumlah penyiapan keterangan penghasilan untuk SPT 

Tahunan 

Jumlah SPT tahunan yang di laporkan 

Jumlah berkas SPJ yang diantar Ke BPKAD Jumlah yang di SPJ kan 

Jumlah Penyipan SSP (Surat Setoran Pajak)  Jumlah SSP yang di bayarkan 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tugas : Membantu Penyusunan Rencan Kegiatan dan Anggaran  

Fungsi : a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

  b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

  c. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 

  d. Membantu menyiapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 

  e. Melaksanakan tugas lain-lain 
 

No. 
Sasaran 
Aktifitas 

Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 
Tersedianya 
bahan dokumen 
laporan kinerja 

Jumlah bahan untuk menyusun  rencana strategis 
(matrik RenStra)  

Jumlah bahan penyusunan matrik - RPJMD 
- RKPD 
- Data Publikasi 

 

Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja 
(RENJA) 

Jumlah bahan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) - RPJMD 
- RKPD 
- Renstra 
- Data Publikasi 

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (LPPD) 

Jumlah dokumen atas LPPD selama 1 tahun anggaran berdasarkan RKPD 
yang di sampaikan kepala daerah kepada Pemerintah pusat 

- RPJMD 
- RKPD 
- LKIP 
- Data Pegawai 
- SOP 
- Aset 
- Data Publikasi 

2. 

Tersedianya 
dokumen 
keuangan 
Sekretariat 
DPRD 

Jumlah bahan untuk menyusun rencana kegiatan 
anggaran (RKA) 

Jumlah bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 

Pengelola Data 
Keuangan dan 

Pelaporan 

Jumlah bahan untuk menyusun dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Jumlah bahan penyusunan dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 

Jumlah bahan untuk menyusun Perubahan 
Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) 

Jumlah bahan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) 

Jumlah bahan untuk menyusun dokumen 
perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) 

Jumlah bahan penyusunan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran 
(DPPA) 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Tugas : Menyelenggarakan kajian perundang-undnagan, persidangan, risalah dan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 

rangka memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. 

Fungsi : a.  Perencanaan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Penyelenggaraan urusan persidangan dan perundang-undangan 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan 

 

No. Sasaran Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1 

Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pembentukan peraturan 

daerah 

Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Perwakilan Rakyat 

Persentase Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 
Dokumen 

Pelaksana Kegiatan 
Publikasi berita daerah Jumlah Media yang di layani 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Kajian Perundang-undangan 

Tugas : melaksanakan urusan kajian perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Pelaksanaan urusan kajian perundang-undangan 

  d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kajian Perundang-undangan 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Kajian Perundang-undangan. 
 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi 

pembentukan peraturan daerah 

Terlaksananya kegiatan pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah 

Jumlah Raperda yang dibahas Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

Terlaksananya Peraturan Perundang – 

undangan 

Terlaksananya Peraturan Perundang – 

undangan 

Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

Terlaksananya kegiatan Penyiapan Rancangan 

Peraturan Daerah 

Terlaksananya kegiatan Penyiapan Rancangan 

Peraturan Daerah 

Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

Jumlah Hasil pengkajian dan penelahaan 

Peraturan Daerah 

Jumlah Hasil pengkajian dan penelahaan 

Peraturan Daerah 

Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

Jumlah Jenis Produk DPRD Jumlah Perda Eksekutif yang ditetapkan Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Analis Permasalahan Hukum 

Tugas : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang permasalahan hukum  

Fungsi : - 

No. Sasaran Aktifitas Indikator Aktifitas Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Meningkatnya dukungan pelaksanaan Sub Bagian 

Kajian Perundang-undangan dalam menunjang 

peran Sekretariat DPRD 

Jumlah peraturan perundang-undangan 

yang ditelaah 

Jumlah peraturan perundang-undangan 
yang ditelaah Sub Bagian Kajian 

Perundang-

undangan 
2 Tersedianya bahan Laporan Akhir Tahun 

Jumlah kegiatan badan pembentukan 

Peraturan Daerah yang difasilitasi 

Jumlah kegiatan badan pembentukan 

Peraturan Daerah yang difasilitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi 

Tugas : melaksanakan urusan persidangan, risalah dan publikasi berdasarkan prosedur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Pelaksanaan urusan persidangan, risalah dan publikasi 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian persidangan, risalah dan publikasi 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian persidangan, risalah dan publikasi. 
 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1 Meningkatnya 
fasilitasi fungsi 
pembentukan 
peraturan daerah 

Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan 
Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan 
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 

Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan Koordinasi 
dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh 
Masyarakat/Tokoh Agama 

Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna  Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna  Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Anggota 
DPRD 

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Anggota 
DPRD 

Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical check up Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical check up Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yg disediakan Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Kegiatan pelantikan Anggota DPRD Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli Fraksi Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli Fraksi yang dilakukan Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

2 Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Jumlah Media Advertorial Jumlah kegiatan yang dipublikasi Dokumen 
Pelaksana Kegiatan 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

Tugas : Menyelenggarakan urusan fasilitasi penganggaran dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan prosedur dalam rangka memberikan dukungan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. 

Fungsi : a.  Perencanaan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Penyelenggaraan urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

 

No. Sasaran Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1 Penigkatan  fasilitasi fungsi 

pengawasan dan anggaran 

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Persentase Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Dokumen Pelaksana 

Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran 

Tugas : melaksanakan urusan fasilitasi penganggaran sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Pelaksanaan urusan fasilitasi penganggaran 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran. 
 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. Tersediannya Dokumen Perda 

Dokumen Rekomendasi Perda P2ABPD 
Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Perda P2ABPD 
Dokumen 

Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Risalah Pembahasan RAPBD 
(Perubahan Dan Murni) 

Jumlah Dokumen Risalah 

Pembahasan RAPBD (Perubahan 

Dan Murni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  : Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan 

Tugas : melaksanakan urusan fasilitasi pengawasan sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Fungsi : a.  Perencanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan 

  b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

  c. Pelaksanaan urusan fasilitasi pengawasan 

  d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan 

  e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 
 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 

1. 

Terjaringnya aspirasi masyarakat sebagai bahan 
masukan pokok-pokok pikiran dewan dalam 

penetapan kebijakan pembangunan tahun yang 
akan datang 

Jumlah Reses 
Jumlah pelaksanaan kegiatan reses 

dan laporan hasil reses Dokumen 
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota 

DPRD dalam Daerah (Sidak) 
Jumlah Kunker dan Peninjauan 

Lapangan yang dilaksanakan dewan  

 

































































































RENCANA AKSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi  

Peneingkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD 

1 Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD 20 20 20          25 I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan layanan penunjang 

urusan pemerintah daerah
100%

Melakukan Pemenuhan layanan 

penunjang urusan pemerintah daerah
Rp43.291.754.963,00

Kabag Umum dan 

Keuangan 

2 Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah
0 20 25          25 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Tingkat Pemenuhan Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100%

343.998.219,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

3 Persentase fasilitasi pengawasan dan anggaran yang 

dilaksanakan oleh DPRD
10 20 30          40 1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Perencanaan dan Evaluasi 3 Dokumen Melakukan Penyusunan Dokumen  

Perencanaan 

240.715.719,00

2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen Melakukan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

Sekretariat DPRD

2.272.500,00

3
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun 1 Dokumen Melakukan Penyusunan Evaluasi Kinerja 101.010.000,00

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan

layanan Administrasi Keuangan
100%

5.939.557.573,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN 79 TKD      32 ASN Melakukan pembayaran gaji  PNS dan 

TKD

5.932.890.073,00

2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen LKjIP Sekeratiat DPRD
1 Dokumen 

Melakukan Penyusunan LKjIP Sekretariat 

DPRD

2.272.500,00

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen

Melakukan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2.272.500,00

4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan semester dan prognosis
1 Dokumen

Melakukan Penyusunan Laporan Semester 

dan Prognosis

2.122.500,00

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Tingat Capaian Layanan

Administrasi Kepegawaian
100%

1.756.280.000,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Jenis Pakaian Dinas                                           

Jumlah Jenis Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

1 jenis                                    

2 jenis

Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas dan 

Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

151.570.000,00 `

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang di ikuti 124 kali

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Formal 

1.508.610.000,00

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 2 Kali
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

96.100.000,00

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi 

Umum
100%

6.137.893.748,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 11 Jenis

Melaksanakan Kegiatan  Penyedian 

Komponen instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

39.261.544,00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
14 Jenis 

Melaksanakan Kegiatan  Penyedian peralatan 

dan perlengkapan kantor

1.598.599.671,00

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

3 Jenis
Melaksanakan Kegiatan  Penyedian peralatan 

rumah tangga yang disediakan

5.082.000,00

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis Bahan Logistik/sembako yang 

dibutuhkan                                                              Jumlah 

makan dan minum yang tersedia 

123 jenis                                                                                                                                           

3 jenis

Melaksanakan Kegiatan  Penyedian Bahan 

Logistik/sembako yang dibutuhkan                      

Melaksanakan Kegiatan  Penyedian makan 

dan minum

847.546.446,00

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Jenis Melaksanakan Kegiatan  Penyedian Barang 

Cetakan dan Penggandaan

672.083.587,00

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan 2 Jenis Melaksanakan Kegiatan  Penyedian Bahan 

Bacaan

145.876.500,00

7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi 323 Kali Melaksanakan rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.829.444.000,00

5 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tingkat Pemenuhan layanan

Administrasi Umum
100%

1.563.753.264,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRD 2 Unit Melaksanakan Kegiatan  Pengadaaan Mobil 

Jabatan Pimpinan DPRD

277.910.000,00

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Melaksanakan Kegiatan  Pengadaaan 

kendaraan Dinas/Operasional

719.862.000,00

3 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis mebeleur yang disediakan 2 Jenis Melaksanakan Kegiatan  Pengadaaan 

Mebeleur

331.508.181,00

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang 

tersedia
3 Paket Melaksanakan Kegiatan  Pengadaaan 

Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 

234.473.083,00

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi 

Umum
100%

7.099.230.219,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman                                                       

Jumlah Surat yang terkirim dan jumlah Materai

25 paket                                                       

1500 lembar

Melaksanakan kegiatan Pengiriman , dan  

pengadaan Materai

18.000.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, 

Listrik, TV Kabel dan Internet

12 Bulan Melakukan pembayaran Air , Listrik, TV 

kabel dan Internet 

1.602.410.000,00

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan                                           

Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih

 66 jenis                                                                                                                                                                                                                                 

20 jenis

Melaksanakan Pengadaan ATK,  Peralatan 

dan bahan pembersih

353.964.219,00

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 

Melaksanakan kegiatan Pelayanan Umum 

Kantor

5.124.856.000,00

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi 

Umum
100%

2.729.425.713,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Mobil Jabatan yang dipelihara

3 unit Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas/ Oprasional  dan Melakukan KIR, 

Perpanjangan STNK

393.872.000,00

TR 4
 TR 3  TR 4 

TR  1 TR 2 TR 3

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
INDIKATOR PROGRAM  

KEGIATAN, SUB KEGIATAN 

TARGET 

KEGIATAN
Anggaran

Bidang 

Penanggung 

Jawab

JADWAL KEGIATAN 

TR 1 TR 2 



2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang 

dipelihara                                                                          

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang

memenuhi ketentuan perizinan                                                                                 

38 Unit                                     

48 Unit                           

Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas/ Oprasional  dan Melakukan KIR, 

Perpanjangan STNK

590.343.500,00

3

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor                                        

Jumlah Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang di

rehab                                                                                       

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD yang di rehab     

Terpeliharanya Gedung kantor secara berkala                                                                                           

0 bulan

1 gedung

                                                      

0 bulan                                   

1 gedung

Terbayarnya jasa kebersihan/cleaning 

service,dan melakukan pemeliharaan 

gedung dan rumah jabatan secara 

berkala 

850.970.213,00

4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Jenis peralatan gedung Kantor yang dipelihara                                                                         

Jumlah Jenis perbaikan peralatan kerja                                      

0 jenis

14 jenis

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

dan perbaikan peralatan gedung kantor 

491.510.000,00

5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terpeliharanya Rumah Jabatan Pimpinan DPRD 

secara berkala
1 rumah Melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

rumah jabatan secara berkala

402.730.000,00

8
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tingkat Pemenuhan Layanan 

Administrasi Keuangan DPRD
100%

16.592.592.727,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah DPRD 25 orang Melakukan pembayaran gaji  dan 

Tunjangan Pimpinan Dan anggota DPRD 

16.212.132.727,00

2
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD jumlah jenis Pakaian DPRD 4 jenis melaksanakan pengadaan Pakaian Dinas 

Anggota DPRD 

304.450.000,00

3
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Medical Check Up Anggota DPRD 25 orang melaksanakan kegiatan Medical Check Up 

Anggota DPRD 

76.010.000,00

9
Layanan Administrasi DPRD Tingkat Capaian Layanan Administrasi 

DPRD
100%

1.129.023.500,00 Kabag Umum dan 

Keuangan 

1

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Jenis Produk DPRD                                                      

Jumlah Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota

DPRD

3 jenis                                          

0 kali

melaksanakan kegiatan pelantikan 

Pimpinan dan Anggota

44.743.500,00

2
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Pelaksanaan sarana dan prasarana fasilitasi 

rapat DPRD

4 Jenis Melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana 

dan prasaran Rapat DPRD

1.084.280.000,00

II Cakupan layanan tugas fungsi legislasi 100%
Melaksanakan  layanan tugas 

fungsi anggaran

Cakupan layanan tugas fungsi anggaran 100%
Melaksanakan layanan tugas 

fungsi legislasi

Cakupan layanan tugas fungsi 

pengawasan
100%

Melaksanakan  layanan tugas 

fungsi pengawasan

10

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 

DPRD
Tercapainya Penyusunan dan 

pembahasan Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD yang difasilitasi

100%

2.007.857.500,00 Kabag Persidangan dan 

Perundang-undangan 

1
Penyusunan dan Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah Propemperda yang akan dibahas 1 propemperda Melaksanakan kegiatan Pembahasan 

Propemperda

94.875.000,00

2
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Pembahasan Rancangan Perda 9 raperda Melaksanakan kegiatan Pembahasan 

rancangan Peraturan Daerah 

86.072.500,00

3
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian dan penelaahan 

Peraturan Daerah

2 dokumen Melaksanakan kegiatan Pengkajian dan 

Penelahaan Peraturan Daerah 

12.650.000,00

4
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan 

dan/atau Naskah Akademik

Jumlah Raperda inisiatif DPRD 9 raperda Melaksanakan kegiatan Penyusunan dan 

Menyiapkan kajian akademik  

1.801.610.000,00

5
Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik 

dan Tata Beracara DPRD

3 dokumen Melaksanakan kegiatan Penyusunan Tata 

Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

12.650.000,00

11
Pembahasan Kebijakan Anggaran Tercapainya Pembahasan Kebijakan 

Anggaran yang difasilitasi
100%

129.662.500,00 Kabag Fasilitasi  

penganggaran dan 

Pengawasan

1

Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan                                                                           

Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang

dilaksanakan 

16 kali                                      

16 kali

Melaksanakan kegiatan pembahasan  

pembahasan KUA dan PPAS , KUPA dan 

PPAS Perubahan 

47.437.500,00

2
Pembahasan APBD Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan 19 kali Melaksanakan kegiatan pembahasan 

Peraturan Daerah APBD 

31.625.000,00

3
Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang 

dilaksanakan

17 kali Melaksanakan kegiatan pembahasan 

Peraturan Daerah APBD  Perubahan

31.625.000,00

4

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ)                         

Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban

APBD

1 dokumen                             

1 dokumen

Menyiapkan Dokumen Hasil Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban 

Walikota dan dokumen Pembahasan 

Pertanggung jawaban APBD

18.975.000,00

12
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan
100%

143.893.750,00 Kabag Fasilitasi  

penganggaran dan 

Pengawasan

1
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang 

Pemerintahan dan Hukum

Jumlah Pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum 12 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan  

Bidang Pemerintahan dan Hukum

15.812.500,00

2
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur

Jumlah Pengawasan bidang Pembangunan 

Infrastruktur

12 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan  

Bidang  Pembangunan Infrastruktur

31.625.000,00

3
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan  

Bidang  Kesejahteraan Rakyat

31.625.000,00

4
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian

Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian 12 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan  

Bidang Perekonomian

31.625.000,00

5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber 

Daya Alam

Jumlah Pengawasan Bidang Sumber daya alam 12 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan 

Bidang Sumber daya alam

15.812.500,00

6
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan

Jumlah Pengawasan tindak lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK1 kali Melaksanakan kegiatan Pengawasan 

tindak lanjut Pemeriksaan Laporan 

4.743.750,00

7
Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah pengawasan Penggunaan Anggaran APBD dan 

APBD-P

12 kali Melaksanakan kegiatan pengawasan 

Penggunaan Anggaran APBD dan APBD-P

12.650.000,00

13
Peningkatan Kapasitas DPRD Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD 100%

6.566.955.000,00 Kabag Persidangan dan 

Perundang-undangan 

1
Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan 

Teknis

25 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Formal anggota DPRD

526.610.000,00

2
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan 22 media melaksanakan Kegiatan  Media Publikasi 

dan Dokumentasi Dewan

4.861.300.000,00

Kabag Persidangan 

dan Perundang-

undangan, Kabag 

Fasilitasi  

penganggaran dan 

Pengawasan

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI DPRD
      22.837.891.250 



3
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Bulan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 bulan melaksanakan penyedian tenaga pakar 

dan Tim Ahli 

774.985.000,00

4
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Bulan jasa tenaga ahli fraksi                                     

Jumlah Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi

12 bulan                                    

60 laporan

melaksanakan penyedian tenaga ahli 

Fraksi 

404.060.000,00

14
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat

Cakupan aspirasi masyarakat yang 

dihimpun
100%

1.334.022.500,00 Kabag Fasilitasi  

penganggaran dan 

Pengawasan

1
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Aspirasi Bidang Pembangunan yang Dihimpun 5 bidang Melakukan/ Menghimpun Aspirasi Bidang 

Pembangunan

9.487.500,00

2
Pelaksanaan Reses Jumlah pelaksanaan Reses 3 kali Melaksanakan Kegiatan Reses Sebagai 

manamestinya 

1.324.535.000,00

15
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 

DPRD
Capaian Pengawasan Kode Etik DPRD 100%

2.530.000,00 Kabag Fasilitasi  

penganggaran dan 

Pengawasan

1
Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD 1 kali Melaksanakan Pengawasan Kode etik 

DPRD

2.530.000,00

16
Pembahasan Kerja Sama Daerah Capaian Kerjasama Daerah 100%

25.300.000,00 Kabag Persidangan dan 

Perundang-undangan 

1
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah

Jumlah persetujuan yang diverifikasi 2 persetujuan Melaksanakan persetujuan yang 

diverifikasi

9.487.500,00

2
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi jumlah kegiatan publikasi yang disusun 6 kegiatan Melaksanakan kegiatan penyusunan 

publikasi 

15.812.500,00

17
Fasilitasi Tugas DPRD Capaian pelaksanaan Tugas DPRD dalam 

memberi fasilitasi pelayanan
100%

12.627.670.000,00 Kabag Persidangan dan 

Perundang-undangan 

1

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD                                                                                  

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah 

456 kali                                                                     

734 kali

melaksankan Rapat-rapat  kordinasi , 

konsultasi dan  studi banding dalam 

daerah dan luar daerah 

12.627.670.000,00

Bontang, Januari 2021
Sekretaris DPRD Kota Bontang,

H. Lukman. S.S. M.Si
NIP. 19711231200031012



1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Persen 100 Kasubbag Program dan 

Keuangan
1 Tersedianya dokumen perencaaan Jumlah dokumen perencanaan

3 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Dokumen 3 Tersedianya dokumen Pelaporan Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Operasional (LO), Laporan P-Ekuitas dan Neraca
4 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

Sekretariat DPRD

 Dokumen 1 Jumlah dokumen Catatan Atas Laporan Keuanga (CALK)
4 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun  Dokumen 1 Jumlah Dokumen usulan program, kegiatan dan sub kegiatan 

dalam Eplanning di Aplikasi Keuangan
1 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tingkat Pemenuhan

layanan Administrasi Keuangan

Persen 100 Kasubbag Program dan 

Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

(LKIP)
1 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN TKD                     

ASN

79                          

32

Jumlah Dokumen LKPJ

1 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen LKjIP Sekeratiat DPRD Dokumen 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
12 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun
Dokumen 1

Jumlah Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 

(enam) bulan berikutnya 1 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan semester dan prognosis
Dokumen 1

Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, 

Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kerja 8 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan

layanan Administrasi Keuangan

Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Rencana Aksi, Laporan Monitoring dan Evaluasi 

per Triwulan 4 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Jenis Pakaian Dinas                                                           

Jumlah Jenis Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

jenis                   

jenis

1                           

2

Jumlah Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan

12 Dokumen

Penata Laporan Keuangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang di ikuti  kali 124 
2 Tersedianya Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU 

dan SPP-LS

Jumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-

LS yang tersedia
12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi peraturan 

perundang-undangan

 Kali 2

Tersedianya Transaksi Pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan 

penerimaa ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, 

Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian 

Objek dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS

Jumlah Transaksi Pembayaran/pengeluaran (belanja) dan laporan 

penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku 

Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi 

Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register 

SPPUP/GU/TU/LS
12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum

Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Terlaksananya penyetoran pajak-pajak Jumlah Bukti penyetoran pajak-pajak yang tersedia

12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor  Jenis 11

Terlaksananya pembayaran atas tagihan/kuitansi dan permintaan uang 

muka

Jumlah bukti pembayaran atas tagihan/kuitansi dan permintaan 

muka
12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
 Jenis 14

Tersedianya Register Penutupan Kas Jumlah Dokumen Register Penutupan Kas

12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

 Jenis 3

Tersedianya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran 

secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran

Jumlah Berkas laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) 

pengeluaran secara administratif kepada Pengguna Anggaran

12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis Bahan Logistik/sembako yang dibutuhkan Jumlah 

makan dan minum yang tersedia

 jenis                                                                                                                                           

3 jenis

123                                                                                                                                        

3 jenis

Tersedianya Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulannya Jumlah berkas Berita Acara Pemeriksaan Kas Setiap bulannya
12 Dokumen

Bendahara Pengeluaran

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan  Jenis 17 3 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah berkas kelengkapan dokumen kegiatan belanja melalui 

uang persediaan dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang 

dilampirkan 500 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan 

(Hermansyah)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan Jenis 2 Jumlah pengolahan data atau dokumen yang dihimpun

12 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan 

(Hermansyah)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi  Kali 323 4 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah Berkas belanja pengadan barang dan jasa hasil verifikasi 

administrasi keuangan
385 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Teddy)

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat Pemenuhan layanan

Administrasi Umum

Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Jumlah berkas kelengkapan dokumen Gaji ASN/DPRD/TKD dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
65 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Teddy)

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRD Unit 2 Jumlah pengolahan data atau dokumen yang dihimpun
12 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Teddy)

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Unit 1 5 Terlaksana Penatausahaan Keuangan Jumlah berkas kelengkapan dokumen perjalanan dinas Sekretariat 

DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta keabsahan bukti-

bukti pengeluaran yang dilampirkan
1850 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Anwar)

Pengadaan Mebel Jumlah Jenis mebeleur yang disediakan  Jenis 2 Jumlah SPM, SPP yang di Input prosesnya 500 Dokumen Pengadministrasi Keuangan (Anwar)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia  Paket 3 Jumlah Pengolahan Arus Anggaran Kas yang diolah
12 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Anwar)

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum

Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Jumlah pengolahan data atau dokumen yang dihimpun

12 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Anwar)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman                                                                            

Jumlah Surat yang terkirim dan jumlah Materai

 paket                  

lembar

25                       

1500 
6 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah berkas kelengkapan dokumen perjalanan dinas Sekretariat 

DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta keabsahan bukti-

bukti pengeluaran yang dilampirkan
1850 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Ami)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, TV 

Kabel dan Internet

 Bulan 12 Jumlah Laporan Data realisasi fisik dan keuangan

12 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan (Ami)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan                 Jumlah 

jenis peralatan dan bahan pembersih

 jenis                      

jenis

 66                        

20 
7 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah kode e-billing PPN/PPh, SIMPONI, BPJS yang dientry proses 

penerbitannya
750 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan 

(Yusnaidi)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 1

Jumlah Laporan SPT masa semua Pasal 21,22,23, dan PPN
48 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan 

(Yusnaidi)

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum

Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 
Jumlah Laporan Pajak Tahunan Orang Pribadi untuk pegawai dan 

DPRD 57 Dokumen
Pengadministrasi Keuangan 

(Yusnaidi)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Jumlah Unit Mobil Jabatan yang dipelihara  unit 3 Jumlah Pengolahan Data dan Dokumen Administrasi Keuangan 12 Dokumen Pengadministrasi Keuangan 

(Yusnaidi)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                                                                          

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang

memenuhi ketentuan perizinan                                                                                 

Unit                      

Unit                           

38                         

48                    
8 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen SPJ yang tersusun terkait dengan administrasi 

Keuangan

2800 Dokumen

Pengadministrasi Keuangan 

(Nurdianzah)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor 

Jumlah Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang direhab         

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD yang di rehab          

Terpeliharanya Gedung kantor secara berkala                                                                                           

 bulan

 gedung              

bulan                 

gedung

0 

1                         

0                          

1 

9 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Jumlah dokumen RKA, Pergeseran RKA dan P-Rka

3 Dokumen

Pengadministrasi Anggaran (Suryadi)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Jenis peralatan gedung Kantor yang dipelihara         

Jumlah Jenis perbaikan peralatan kerja                                      

 jenis

 jenis

0 

14 

Jumlah Dokumen Pendukung LPPD

1 Dokumen

Pengadministrasi Anggaran (Suryadi)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Terpeliharanya Rumah Jabatan Pimpinan DPRD secara berkala Rumah 1  10 Terlaksananya surat-menyurat di bidang kepegawaian Jumlah surat/dokumen

12 Dokumen

Pengadministrasi Kepegawaian (Hairil 

Anwar)

8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan DPRD

Persen 100
Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Tersedianya administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji berkala, permohonan 

cuti, pensiun, Satya Lencana, KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN, 

BPJS, dan lain-lain

Jumlah Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, permohonan cuti, pensiun, 

Satya Lencana, KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN, BPJS, dan lain-lain

1 Dokumen

Pengadministrasi Kepegawaian (Hairil 

Anwar)

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah DPRD orang 25  Terkendalinya rekapitulasi daftar Kenaikan Pangkat Gaji Berkalam Cuti 

Pegawai dan kegiatan kepegawaian lainnya

Jumlah Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Cuti Pegawai, dan 

Kegiatan Kepegawaian lainnya yang terekap

1 Dokumen

Pengadministrasi Kepegawaian (Hairil 

Anwar)

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD jumlah jenis Pakaian DPRD  jenis 4  Tersedianya digitalisasi dokumen kepegawaian Jumlah digitalisasi Dokumen

1 Dokumen

Pengadministrasi Kepegawaian (Hairil 

Anwar)

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Medical Check Up Anggota DPRD  orang 25  Terlaksananya pengolahan data/dokumen Kepegawaian Jumlah Pengolahan Data/Dokumen Terkait Kepegawaian

12 Dokumen

Pengadministrasi Kepegawaian (Hairil 

Anwar)

9
Layanan Administrasi DPRD

Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD
Persen 100 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 
11 Terlaksananya Pengolahan Administrasi Umum Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang di 

proses 385 Dokumen

Pengadministrasi Umum (Suharmin)

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan 

DPRD

Jumlah Jenis Produk DPRD                                                           

Jumlah Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota

DPRD

 jenis                    

kali

3                           

0
12 Terlaksananya Pengolahan Administrasi Umum Jumlah Dokumentasi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 

yang di proses
385 Dokumen

Pengadministrasi Umum (Hendera)

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

DPRD

Jumlah Pelaksanaan sarana dan prasarana fasilitasi rapat 

DPRD

 Jenis 4

10
Pembentukan Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD

Tercapainya Penyusunan dan pembahasan Peraturan 

Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi

Persen 100 Kasubbag Kajian 

perundang-undangan 
Penyusunan dan Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah Propemperda yang akan dibahas propemperda 1 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Pembahasan Rancangan Perda  raperda 9 

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian dan penelaahan Peraturan 

Daerah

 dokumen 2 

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan 

dan/atau Naskah Akademik

Jumlah Raperda inisiatif DPRD raperda 9 

Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata 

Beracara DPRD
dokumen 3 

11
Pembahasan Kebijakan Anggaran Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran yang 

difasilitasi

Persen 100 Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran 
Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan              

Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang

dilaksanakan 

kali                       

kali

16                      

16 

Pembahasan APBD Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan  kali 19 

Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan  kali 17 

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ)                                      

Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban

APBD

dokumen          

dokumen

1                            

1 

12
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Persen 100 Kasubbag Fasilitasi 

Pengawasan 
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang 

Pemerintahan dan Hukum

Jumlah Pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum  kali 12

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur

Jumlah Pengawasan bidang Pembangunan Infrastruktur  kali 12 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat  kali 12 

3. Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pengawasan 

dan anggaran 

DPRD

3 Peresentase 

Fasilitasi 

Pengawasan 

dan Anggaran  

yang 

dilaksanakan 

oleh DPRD 

Persentase 100

2. Meningkatnya 

fasilitasi fungsi 

pembentukan 

peraturan 

daerah

2 Persentase 

fasilitasi 

pembahasan 

peraturan 

daerah

Persentase

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHA

N DAERAH 

KABUPATEN/K

OTA

persentase 

Pemenuhan layanan 

penunjang urusan 

pemerintah daerah

Persentase

2 PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

Penanggung jawab

1 Terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Partisipatif 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

1. Meningkatnya 

kepuasan 

anggota DPRD 

terhadap 

kinerja 

Sekretariat 

DPRD

1. Persentase 

kepuasan 

anggota DPRD 

terhadap 

Pelayanan 

Sekretariat 

DPRD

Persentase

Target Penanggung Jawab
No. 

Sasaran Aktifitas Kinerja

85 1.

SatuanIndikator Program

Persentase 

Satuan 

100

100

Target No. Program

70

TargetTarget
Penanggung 

Jawab
No. Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan

Kabag umum dan 

Keuangan 

Cakupan layanan 

tugas fungsi 

anggaran

Cakupan layanan 

tugas fungsi legislasi

Cakupan layanan 

tugas fungsi 

pengawasan

Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabag 

Persidangan dan 

Perundang -

undangan , Kabag 

Fasilitasi 

Penganggaran dan 

Pengawasan 

CASCADDING

SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Walikota Perjanjian Kinerja Eselon II Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Perjanjian Kinerja Non Eselon

Indikator Kinerja SatuanNo. Sasaran RPJMD Indikator Kinerja No.
Sasaran 

Renstra



Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian

Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian  kali 12 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Sumber Daya Alam

Jumlah Pengawasan Bidang Sumber daya alam  kali 12 

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan

Jumlah Pengawasan tindak lanjut Pemeriksaan Laporan 

Keuangan BPK

 kali 1 

Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah pengawasan Penggunaan Anggaran APBD dan APBD-P  kali 12 

13
Peningkatan Kapasitas DPRD

Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD
Persen 100 Kasubbag Persidangan, 

Risalah, dan Publikasi 

Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis  orang 25 

Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan  media 22

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Bulan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  bulan 12 

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Bulan jasa tenaga ahli fraksi                                           

Jumlah Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi

DPRD

bulan                 

laporan

12                        

60 

14
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat
Cakupan aspirasi masyarakat yang dihimpun

Persen 100 Kasubbag Fasilitasi 

Pengawasan 
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Aspirasi Bidang Pembangunan yang Dihimpun bidang 5 

Pelaksanaan Reses Jumlah pelaksanaan Reses  kali 3

15
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 

DPRD
Capaian Pengawasan Kode Etik DPRD

Persen 100 Kasubbag Fasilitasi 

Pengawasan 
Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD kali 1 

16
Pembahasan Kerja Sama Daerah

Capaian Kerjasama Daerah
Persen 100 Kasubbag Kajian 

perundang-undangan 

Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah

Jumlah persetujuan yang diverifikasi persetujuan 2 

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi jumlah kegiatan publikasi yang disusun kegiatan 6 

17
Fasilitasi Tugas DPRD Capaian pelaksanaan Tugas DPRD dalam memberi fasilitasi 

pelayanan

Persen 100 Kasubbag Persidangan, 

Risalah, dan Publikasi 

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD         

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah 

 kali                     

kali

456                      

734

Bontang,    Januari  2021

Sekretaris DPRD

H. Lukman. S.S. M.Si 
Pembina  Utama Muda
NIP. 19711231200031012 


